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Abstrak

Abstract: This research aims to determine the role of civic education in education
karakterk nation. Writing using the method of literature review (library research) is a
method of writing that is based on the opinions of experts and the results of previous
research. From the discussion, it can be concluded that multicultural education
through civic education to find relevance to the context of Indonesia. As a concept,
multicultural education in line with the spirit of the Indonesia’'s motto Unity in
Diversity. Motto very fair and democratic to have the understanding that Indonesia
is one of the nations in the world are made up of numerous ethnic groups and races,
which have a culture, language and religion are different but in the unity of
Indonesia.
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Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, bangsa Indonesia sedang mengalami proses perubahan
yang sangat mendasar dan berarti dalam setiap pranata kehidupan berbangsa dan
bernegara. Terjadinya perubahan ini karena secara politik, bangsa Indonesia berada pada
pasca politik Orde Baru dan tengah memasuki era baru yang dikenal dengan era
reformasi. Indikator mendasar pada era ini menunjukkan adanya kesepakatan tentang
perlunya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) Republik Indonesia pada tahun 1999. Perubahan dalam sistem kenegaraan
ini telah dan tentu akan membawa perubahan dalam berbagai tatanan kehidupan politik di
Indonesia.

Secara teoritis, dampak perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara
mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Cita-cita
reformasi pada dasarnya adalah untuk membangun Indonesia baru, sebuah masyarakat
demokratis, adanya dan ditegakannya hukum untuk supremasi hukum, pemerintahan yang
bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang
menjamin kelancaran produktivitas warga masyarkat dan kehidupan ekonomi yang
mensejahterakan rakyat Indonesia.

Multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian

civility (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban,
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dan keadaban yang demokratis.! Laporan UNDP 2004 menyatakan, berbagai studi kasus
dan analisis menunjukkan, demokrasi yang bertahan dan berkelanjutan umumnya terdapat
di negara-negara yang memiliki pandangan multikultural dan kemudian menerapkan
multikulturalisme dalam berbagai kebijakan.

Kebijakan-kebijakan responsif dan afirmatif sebagai bentuk "politics of
recognition" yang menjadi dasar multikulturalisme memberikan insentif dalam
penumbuhan dan penguatan perasaan "kesatuan dalam keragaman".? Lebih jauh, dalam
kerangka itu, seluruh warganegara dapat menemukan ruang politik dan institusional untuk
mengidentifikasi diri mereka dengan negara-bangsa mereka sekaligus dengan identitas-
identitas kultural lainnya. Semua ini mendorong tumbuhnya "trust” secara bersama-sama
dalam diri warganegara, sehingga memperkuat partisipasi mereka dalam proses-proses
politik demokratis.

Semua ini merupakan faktor-faktor kunci dalam konsolidasi dan pendalaman
demokrasi sehingga negara-bangsa mampu bertahan dan berkelanjutan. Yang tidak
kurang pentingnya dalam membangun demokrasi multikultural adalah pengakuan atas
kekurangan dan kelemahan yang pernah terjadi dalam upaya-upaya penguatan nation-
building, seperti misalnya monokulturalisme. Kesalahan dan kelemahan itu pada
gilirannya justru menjadi dasar dan justifikasi untuk membangun demokrasi multikultural
yang dapat merupakan solusi efektif bagi penciptaan stabilitas politik dan harmoni sosial.

Terkait dengan pengembangan masyarakat dan demokrasi multikultural di atas,
peran penting pendidikan menjadi tak terelakan. Dalam pandangan Azra (2006:153)
pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for
granted atau trial and error . Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis,
integrated dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan
multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal
maupun nonformal, dan bahkan informal di masyarakat. Secara sederhana, pendidikan
multikultural didefinisikan Azra sebagai pendidikan untuk/atau tentang keragaman
kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat

tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

! Azra, Azyumardi, Demokrasi Multikultural. Harian Republika, 12 Agustus 2004.
2 1bid, Him. 12
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Uraian Teoritis
Pendidikan Multikultural

Tentang definisi pendidikan multikultural ada baiknya dikutip Lawrence J. Saha.
Menurutnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi
pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui
kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat
berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak
langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, tol eransi,
pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga
perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep,
nilai, keyakinan, dan sikap.®

Definisi lain yang relevan untuk dikutip di sini adalah pendapat James A. Bank.
Menurutnya, pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian
kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya
keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas
pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.
Pendidikan itu sangat diperlukan terutama oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia,
untuk melakukan rekontruksi sosial dengan mengembangkan civic skill, yakni
keterampilan menjadi warga dari masyarakat demokratis yang di antaranya mampu
bersikap toleran dan mengakomodasi berbagai jenis perbedaan untuk kesejahteraan
bersama.

Pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: konsep, gerakan, dan
proses. Dari aspek konsepnya, pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang
memandang semua siswa tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik
mereka, ras mereka, dan atau karakteristik-karakteristik kultural lainnyamemiliki
kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Dari aspek gerakannya, pendidikan
multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-
institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-

kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Perubahan yang

3 Blum, Lawrence A. Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga
Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural. Dalam May, Larry, Shari
Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural.
Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001,
Hlm, 348
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dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga aspek lain seperti metode,
strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan sekolah.

Dari aspek prosesnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses
untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa.
Kesetaraan pendidikan, seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai, karena itu
proses ini harus berlangsung terus-menerus. Sementara itu, tujuan pendidikan
multikultural dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam tujuan, yaitu: tujuan yang
berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran.* Tujuan pendidikan
multikultural yang berkaitan dengan aspek sikap (attitudinal goals) adalah untuk
mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan
terhadap identitas kultural, sikap responsive terhadap budaya, keterampilan untuk
menghindari dan meresolusi konflik. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan
dengan aspek pengetahuan (cognitive goals) adalah untuk memperoleh pengetahuan
tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan
menerjemahkan perilaku kultural, dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural.
Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan pembelajaran
(instructional goals) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman
tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai
strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alatalat konseptual
untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal;
memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu Klarifikasi nilai; dan menjelaskan

dinamika kultural.

Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa

Pembinaan moral dan karakter bangsa sangat terkait erat dengan peningkatan
kualitas pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam
kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka peme-rintah telah bertekad untuk
menjadikan  pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan dan
penumbuhkembangkan karakter positif bangsa. Untuk itu maka pemerintah telah
menetapkan bahwa pembangunan pendidikan harus diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu:
Pertama, pendidikan sebagai sarana untuk membina dan meningkatkan jati diri bangsa

untuk mengembangkan seseorang sehingga sanggup mengem-bangkan potensi yang

4 1bid, HIm, 349

20



berasal dari fitrah insani, dari Tuhan. Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang
memiliki karakter yang tangguh yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Tanpa
adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dari
terpaan tantangan globalisasi yang bergerak cepat dewasa ini.

Kedua, pendidikan sebagai media utama untuk menumbuhkembang-kan kembali
karakter bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamanh,
bergotong-royong, tangguh, dan santun. Sehingga apabila karakter ini dapat kita bangun
kembali, kita perkuat, maka Insya Allah, kita akan mampu menghadapi setiap krisis dan
tantangan masa depan. Ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan wawasan
kebangsaan, yaitu perubahan pola pikir warga bangsa yang semula berorientasi pada
kesukuan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh. Melalui wawasan kebang-saan dapat
dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai,
dan bahkan saling melengkapi satu sama lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah

pembangunan.

Penguatan PKn dan Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu bidang
kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia
melalui koridor “value-based education”. Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut. Pertama, PKn
secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak
mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan
bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan
cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib
diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk jenjang pendidikan tinggi. Kedua, PKn
secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi
kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan
terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila,
kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik
dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-
nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam
bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan

merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
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bangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral
Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.® Jika memperhatikan
uraian tersebut, maka tampak bahwa PKn merupakan program pendidikan yang sangat
penting untuk upaya pembangunan karakter bangsa.

Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan
karakter, PKn perlu memperkuat posisinya menjadi “subjek pembelajaran yang kuat”
(powerful learning area) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara
kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (meaningful), terintegrasi (integrated), berbasis
nilai (valuebased), menantang (challenging), dan mengaktifkan (activating). Melalui
pengalaman belajar semacam itulah para mahasiswa difasilitasi untuk dapat membangun
pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor
psiko-pedagogis-konstruktif.

Salah satu model adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn sebagai
wahana pendidikan karakter adalah melalui Project Citizen Bhinneka Tunggal lka.
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menghasilkan kompetensi kewarganegaraan
(civic competences) yang memberikan bekal menuju “to be a good citizens”
(terbentuknya warga negara yang baik). Dengan demikian, kompetensi kewarganegaraan
dapat dimaknai sebagai pengetahuan, nilai dan sikap, serta ketrampilan mahasiswa yang
mendu-kungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggungjawab dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengacu pada SK Dirjen Dikti No. 43 tahun
2006 pada pasal 3 tentang kompetensi dasar ayat 2b, menyebutkan tentang kompetensi
mahasiswa dengan menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah:
“Menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air;
demokratis dan berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing,
berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan
sistem nilai Pancasila.”

Pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan multi-kultural
diarahkan sebagai upaya pengembangan warganegara multikultural melalui pendidikan
kewarganegaraan. Pada konteks ini, kompetensi kewarga-negaraan multikultural yang
dimaksud dapat didasarkan pada empat dimensi kewarganegaraan sebagaimana

dikemukakan Cogan, yaitu the personal, social, spatial, dan temporal dimension untuk

> Winataputra, Udin S. dan Dasim Budimansyah. Civic Education: Konteks, Landasan,
Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI,
2007, HIm 31
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selanjutnya dirumuskan dalam tiga komponen kewarganegaraan sebagaimana
dikemukakan Branson, yaitu civic knowledge, civic skill, and civic disposition.

Kewarganegaraan multidimensi terdiri atas empat dimensi pokok yaitu: (1)
dimensi pribadi (personal), (2) dimensi sosial, (3) dimensi spasial, dan (4) dimensi
temporal. Dimensi pribadi dari kewarganegaraan multidimensi membutuhkan
pengembangan satu kapasitas pribadi dan komitmen untuk etika warganegara yang
dikarakteristikkan oleh kebiasaan pikiran, perasaan dan tindakan secara individu dan
sosial. Sebagai warga negara, setiap individu harus meningkatkan: (a) kapasitas untuk
berpikir secara kritis dan sistematis; (b) pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-
masalah perbedaan-perbedaan budaya; (c) pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian
masalah yang bertanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan, dan (d) keinginan
untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam
kehidupan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan mutakhir, dimana tujuan PKn adalah partisipasi yang
bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan
masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu
memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Sejumlah kompetensi
yang diperlukan, yang terpenting adalah: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan
pemahaman tertentu, (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, (3)
pengembangan karakater dan sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar
terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi yang
perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn
yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions.

Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan
atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Civic Skills (kecakapan
kewarganegaraan) mencakup kecakapan intelektual dan keca-kapan berpartisipasi. Civic
disposition (watak kewarganegaraan) mengisya-ratkan pada karakter publik maupun
privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Mengutip pendapat Branson (1998) maka konstruk karakteristik warga negara
dimaksud adalah kompetensi kewarganegaraan (civic competence) yang diformulasikan
ke dalam tiga komponen penting, vyaitu: 1) Civic knowledge (pengetahuan
kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh
warga negara; 2) Civic skill (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual

dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) Civic disposition (watak
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kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting
bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.®

Sebagai realisasinya, salah satu alternatif pelaksanaan kebijakan yang bisa
ditempuh adalah melalui pengembangan praksis pendidikan melalui model pembelajaran
PKn Multikultural berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter di
sekolah dan sebagai pusat praksis pendidikan (educentrum) manusia seutuhnya.
Pendidikan karakter warga negara multi-kultural yang berbasis kearifan lokal merupakan
praksis pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dengan menciptakan suasana
belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secar aktif, bebas dan
bertanggung jawab mengembangkan seluruh potensi dirinya sehingga menjadi pribadi
berakhlak mulia, menjadi manusia seutuhnya dalam totalitasnya sebagai manusia.
Pendidikan karakter melalui PKn Multikultural berbasis kearifan lokal adalah sebuah
keniscayaan bagi transformasi moralitas bangsa agar mampu keluar dari belitan sumber
krisis multidimensi yaitu krisis nilai.

PKn multikultural berbasis kearifan lokal adalah sebuah model pembelajaran
yang dikembangkan di dunia persekolahan (perguruan tinggi) yang didasarkan pada teori
bahwa PKn merupakan salah satu ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam
rangka pembentukan karakter warga negara multikultural yang menghargai identitas
budaya masyarakat yang plural secara demokratis, dan membentuk mosaik yang indah
(cultural pluralism: mozaik analogy) dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai sebuah model pembelajaran, pengembangan PKn Multikultural Berbasis
Kearifan Lokal di sekolah/PT dengan pendekatan inkuiri sosial memiliki karakter
menghargai potensi, kreativitas dan keragaman individual-kultural siswa. Pengembangan
PKn multikultural menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang ditandai oleh kemajemukan
(plurality) dan keanekaragaman (heterogenity). PKn multikultural menjadi sebuah
keniscayaan bagi wahana desimenasi pemahaman multikulturalisme melalui jargon
pendidikan multikultural, yang secara sinergis terkait erat dengan pendidikan budaya dan

karakter bangsa.

Pembahasan
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran

® Branson, Margaret S, The Role of Civic Education. Calabasas: CCE. 1998, HIm. 16
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wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk
kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Ketentuan ini lebih jelas dan diperkuat lagi pada
Pasal 37 bagian Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa Pendidikan
kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dengan adanya ketentuan UU tersebut maka kedudukan pendidikan
kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem
pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap. Secara epistimologis, pendidikan
kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi citizenship education yang tujuannya
sesuai dengan tujuan nasional masing -masing negara. Namun secara umum, tujuan
negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warganegara
menjadi warganegara yang baik (to be good citizenship), yakni warganegara yang
memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa
bangga dan tanggung jawab; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah beberapa kali perubahan nama
sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalanan politik bangsa Indonesia.
Istilah civic dan civic education telah muncul masing-masing dengan nama:
Kewarganegaraan (1957) yang membahas tentang cara memperoleh dan kehilangan
kewargaan negara; Civics (1962) yang lebih banyak membahas tentang sejarah
kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terutama diarahkan
untuk nation and character building bangsa Indonesia; dan Pendidikan Kewargaan
Negara (1968). Tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan berubah menjadi
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mulai tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan
tingkat atas, dan Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Pada tahun 1994, berubaha
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan terakhir berdasarkan
UU No. 20 tahun 2003 berubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Terkait dengan pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki
peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang
memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik
Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia
sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2004:192), yaitu membina pribadi-pribadi bangsa

Indonesia yang mempunyai ke budayaan sukunya masing-masing, memelihara dan
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mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa indonesia dengan kebudayaan

Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945.7

Di samping itu, arti penting pendidikan kewarganegaraan bagi pendidikan

multikultural di Indonesia didasarkan atas lima dimensi pendidikan multikultural

sebagaimana dikemukakan oleh Bank Tilaar, yaitu :®

1.

Content integration, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk
mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata
pelajaran/disiplin ilmu.

The knowledge construction process, membawa siswa untuk memahami implikasi
budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).

An equity paedagogy, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa
dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi
ras, budaya ataupun sosial.

Prejudice reduction, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan
metode pengajaran mereka.

Empowering school culture, melatih kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi
dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan
budaya akademik.

Kelima dimensi tersebut, memerlukan dukungan kompetensi/ karakteristik yang

harus nampak pada diri warganegara. Mengkonstruksi karakteritik yang harus dimiliki

warganegara sebagai berikut:

1.

the ability to look at and approach problems as a member of a global society
(kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global)
the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for
ones roles/duties within society (kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan
memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat).

the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences
(kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan
budaya)

the capacity to think in a critical and systemic way (kemampuan berpikir kritis dan

sistematis)

" Tilaar, H.A.R., Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam

Transformasi Pendidikan Nasional . Jakarta: Grasindo, 2004, HIm, 192

8 1bid, HIm, 193
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5. the willingness to resolve conflict and in a non -violent manner (kemampuan
menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan).

6. the willingness to change ones lifestyle and consumption habits to protect the
environment (kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang
sudah biasa guna melindungi lingkungan)

7. the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women,
ethnic minorities, etc), and (memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak
asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb)

8. the willingness and ability to participate in politics at local, national and
international levels (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan
politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional).

Karakteristik warganegara di atas dibutuhkan sebagai dasar bagi pengembangan
masyarakat multikutural, yang dalam pandangan Cogan (1998:2-3) diidentifikasi ke
dalam lima atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai
dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1) a sense of identity; (2) the
enjoyment of certain rights; (3) the fulfilment of corresponding obligations; (4) a degree
of interest and involvement in public affairs; and (5) an acceptance of basic societal
values. Bagi Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai
dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia,
ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pengembangan  warganegara  multikultural — mensyaratkan  terpenuhinya
kompetensi  kewarganegaraan  yang  bercirikan  multikultural.  Kompetensi
kewarganegaraan menurut Branson, terdiri atas tiga komponen penting, yaitu: 1) Civic
knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang
seharusnya diketahui oleh warganegara; 2) Civic skill (keterampilan kewarganegaraan),
adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warganegara yang relevan; dan 3) Civic
disposition (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun
privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Bagaimana strategi pendidikan kewarganegaraan sebagai  pendidikan
multikultural yang dibutuhkan bagi pengembangan masyarakat multikultural? Terkait
dengan hal tersebut, Ricardo L. Garcia Abdullah Aly, menyebutkan tiga faktor dalam
manajemen pembelajaran, yaitu: (a) lingkungan fisik (physical environment), (b)
lingkungan sosial (human environment), dan (c) gaya pengajaran guru (teaching style).

Dalam pembelajaran siswa memerlukan lingkungan fisik dan sosial yang aman dan
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nyaman. Untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman, guru dapat
mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan
musik. Guru yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya, akan
menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Sementara itu, lingkungan
sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih,
hubungan simpatik antar siswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang beragam
budayanya.

Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru
yang menggembirakan. Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat
berpengaruh bagi ada-tidaknya peluang siswa untuk berbagi pendapat dan membuat
keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan bebas
(laizzes faire). Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa
untuk saling berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri
oleh sang guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan
peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa. Selanjutnya,
guru yang menggunakan gaya kepemimpinan bebas (laizzes faire) menyerahkan
sepenuhnya kepada siswa untuk menentukan materi pembelajaran di kelas.

Melalui pendekatan demokratis ini, para guru dapat menggunakan beragam
strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan
kasus.® Melalui dialog para guru, misalnya, mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan
orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Selain itu, melalui dialog para
guru juga dapat mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun ternyata juga
menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Sementara itu, melalui simulasi dan
bermain peran, para siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang -orang yang
memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Dalam momen-
momen tertentu, diadakan proyek dan kepanitiaan bersama, dengan melibatkan aneka
macam siswa dari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasa yang beragam. Sedangkan
melalui observasi dan penanganan kasus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal
beberapa hari di masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses
sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan

mediasi bila ada konflik di antara mereka.

® Aly, Abdullah, Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik. Makalah
dipresentasikan pada Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman, yang
diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas
Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005. HIm 70-71
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Dengan strategi pembelajaran tersebut para siswa diasumsikan akan memiliki
wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam kehidupan
sosial. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam
mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari -hari.
Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akan tumbuh
pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi
guru tidak sekadar berorientasi pada ranah kognitif, melainkan pada ranah afektif dan
psikomotorik sekaligus. Selanjutnya, pendekatan demokratis dalam proses pembelajaran
dengan beragam strategi pembelajaran tersebut menempatkan guru dan siswa memiliki
status yang setara (equal status), karena masing-masing dari mereka merupakan anggota
komunitas kelas yang setara juga. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang
absolut. Perilaku guru dan siswa harus diarahkan oleh kepentingan individu dan
kelompok secara seimbang.

Lebih jauh, pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut guru
memiliki kompetensi multikultural. menawarkan enam kompetensi multikultural guru,
yaitu: (@) memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas, (b) terbuka dan fleksibel dalam
mengelola keragaman siswa, (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang,
ras, dan gender; (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, (¢) mau
berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan
masa depan. Selain itu, James A. Bank (Abdullah Aly, 2005) menambahkan kompetensi
multikultural lain yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: (a) sensitif terhadap perilaku etnik
para siswa, (b) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar, dan
(c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik

dalam pembelajaran.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas diketahui pendidikan multikultural melalui pendidikan
kewarganegaraan menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia. Sebagai sebuah
konsep, pendidikan multikultural sejalan dengan semangat semboyan bangsa Indonesia
Bhinneka Tunggal lka. Semboyan yang sangat adil dan demokratis ini memiliki
pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari
beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda

tetapi dalam kesatuan Indonesia.
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